BUPATI BENGKALIS

PERATURAN BUPATI BENGEALIS
NOMOR25 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMAS] DAN DOKUMENTAS]
O LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGRALIS

Menmmbang :

Mengingat

H.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGEALIS,

bahwa dalam rangka meningkatkan pelavanan informasi
dan dokumentas: yang berkualitas diperlukan adanya
pedaman pengeslolaan pelayanan informasi dan
dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka
Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 06 Tahun 2013 tentang
Pedoman — Pengelolasn  Pelayanan  Infermasi  dan
Dokumentasi  di  Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Benglkalis, sudah tdak sesual lagi dengan perkembangan
keadaan dan peraturan perundang-undangan, sehingga
perlu diganti;

babhwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a, perlu menetapkan Peraturan Bupat
Bengkalis tentang Pedoman Pengelolaan  Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Benghkalis;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956  tentang
Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah [Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 1956 Nomaor 25);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomeor 28 Tahun 19949
tentang Penyelenggaraan WNegara yvang Bersih dan Bebas
dari Korupst, Kolusi, dan Nepotisme [Lembaran Negara
Hepublik [ndonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32831);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun' 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik [Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2008 Nomor 28, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor 4843},

Undang-Undang Nomeor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor &1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4346),;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);



Menetapkan

10,
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah  {Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2014 MNomor 244, Tambabhan Lembaran
MNegara Republik [ndenesia Nomor 5587) sebapgaimana telash
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Momor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kKedua Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 20142 tentang Pemerintahan
Craerah {Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2015
Momor 58, Tembahan Lembaran MNegara Eepublik [mdonesia
Momor 3679}

Feraturan Pemeriniah MNomor @1 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informast Publik {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

Feraturan Menteri Dalam MNegeri Momor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informas: dan
Dokomentas: di Lingkunpan Kementrian Dalam Negerl dan
Pemerintalh Daerah [(Berita MNegara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 157);

Peraturan Komisi Informas! Nomor 1 tahun 2010 tentang
Standar Lavanan Intormasi Publik [Berita Negara Republik
[ndonesia Tahun 2017 Nomaor 429)%

Peraturan Komisi [Inlormas: MNomor 1 tahun 2013 tentang
Prosedur Penvelesaian Sengketna Informasi Publik (Berita
Megara Republik  Indonesia Tabhun 2013 Nomor 649,
Tambahan Berita Negara Repuhblik Indanesia Nomaor 3);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2017 tentang
Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 272);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BENGHALIS TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI] DAN
DORKUMENTAESI [ LINGRKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENGRALILS.

BAB |
EETENTUAN UMUM

Fagal 1

Dralam Peraturan Bupatl ini, vang dimaksud dengan:

1
2.

Daerah adalah Kabupaten Bengkalis.

Pemerintah  Daerah adalah Bupati  sebagan  unsur
penyelenggara  pemerintahan  daerah  vang  memimpin
pelaksana urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan
tdaerah oronom.

Bupati adalah Buparn Bengkalis,
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wvang selanjutnva
disingkat adalah lembaga perwakilan rakyar daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintanan daerah,

. Sekretaris Daerah adalah Seloretaris Daerah Kabupaten

Benglkalis,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yvang selanjumya
disinpkat APED adalah Anpgaran Pendapatan dan Belanja
Dzerah Kabupaten Bengkalis.

Perangkar Daerah adalah Peranglkat Daerah di ingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

Kepala Perangkat Dacrah adalah Kepala Perangkat Daerah
di  lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis,

.Dinas Komunikast, Informasi dan Statistik adalah Dinas

Komunikasi, Informasi dan Stausiik Kabupaten Benglalis;

Jnformasi adalah keterangan, pernvataan, gagasan, dan

tanda-tanda vang mengandung nilai, makna, dan pesan,
baik data, fakta maupun penjelasannyva vang dapart dilihaz,
didengar, dan dibaca vang disajikan dalam berbagai
kemasan dan format sesual dengan perkembangan
teknologi  informasi dan komunikasi secara  elektronak
ataupun nonelektronik,

Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan,
penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan
suara untuk bahan mformas: publik,

Informasi  Publik  adalabh  informast vang  dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima Badan
Publilkt vang berkaitan dengan penyelenggara dan
penyelenggaraan Daerah dan/fatau  penyelenggara dan
penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain
vang berkaitan dengan Kepentingan publik,

Badan Publik adalah Pemerintah Daerah dan DPRD dan
badan lain vang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan
dengan penvelenpgegaraan nepars, yang  sebagian  atau
seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Megara dan/fatau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang
sebagian atau seluruh dananyva bersumber dar Anggaran
FPendapatan dan Belanja Negara dan/atau  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyvarakar,
dan /atau luar neger.

. Pejabat Publik adalah orang yvang ditunjuk dan diben tugas

untul menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan
Pulilik,

Pejabat  Penpelola Informasi dan  Dokumentasi  vang
selanjurnya  disingkat PPID  adalah  pejabat  yang
bertanggung Jawalb dalam pengumpulan,
pendokumentasian, penvimpanan, pemeliharaan,
penyediaan, disiribusi, dan  pelayanan  Informasi dan
Dokumentasi di lngkungan Pemerintahan Daerah, vang
terdiri dari PPID dan PPID Pembantu,
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 Pejahatr Pengelola Informasi dan Dokumentasi Fembantu

vang selanjutnva disingkat PPID Pembantu adalah pejabat
VANZ bertanggung jawab dalam pengumpulat,

pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan,
penyediaan, distribusi, dan pelavanan informasi dan
dokumentasi di Perangkat Daerah lingkungan

Pemerintahan Daerah.

JAmasan PPID adalah pejabat vang merupakan atasan PPIR

Larma,

Pengelola Layanan Informasi dan  Deokumentasi yang
selanjumnya  disingkat PLID adalah susunan pengelola
lavanan Informasi dan Dolkumentasi di  lingkungan
Pemerintah Daerah.

Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat
S0P adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibaliukan
mengenal proses penvelenggaraan tugas-tugas PPID.

Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik yang selanjutnya

disingkar DIDP adalah catstan vang berisi Keterangan
secara  sistematis  lentang  selurub Informasi dan
Dokumentasi Publik vang berada di bawah penguasaan
Pemerintah Daerah tidak termasuk informasi dan
dokumentasi vang dikecualilcan.

.Ruang Pelavanan Informasi dan Dokumentas: vang

selanjutnya  disingkat RPID adalah tempatl pelavanan
[riformasi dan Dokumentasi Publik dan berbagal Informasi
dan Dokumentasi  lainnya yang bertuyjuan  untuk
memfasilitasi penvampalan Informasi dan Dokumentas
Publik.

Sistermn Informasi dan Dokumentasi Publik vang selanjutnyva
disingkar SIDP adalah sistem penyediaan layanan informasi
dan deolumentasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuail
dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan  Lavanan Informasi dan  Dokumentasi  vang
selanjuinyva disingkat LLID adalah laporan vang berisi
gambaran umum kebijakan tekmis  informasi  dan
dokumentasi, pelaksanaan pelavanan  Inlormasi  dan
Dolkumentast, dan rekomendasi serta rencana tindal lanjur
untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi dan
dokumentasi,

Forum Koordinasi Pejabart Pengelola Inlormasi  dan
Dolkumentasi Pemhbantu yang selanjutnya disinglkat FRPPID
Pembaniu  adalah  wadah  komunikasi, koordinasi,
konsolidasi, pembinaan. dan pengawasan PPID Pembantu
di PD

Sengheta [Informas) Publik adalah sengketa vang terjadi
antara Pemerintah Daeralh atau PD dengan Pemohon
Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik vang
berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menpggunakan
Informasi  Fublik  Dberdasarkan peratdran peruandang-
undangan,
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Orang adalsh orang perseorangan, kelompok orang atau
Badan Publik.
Pengpuna  Informasi  Publik  adalah orang vang

menggunaican Informasi Publik sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

Permnohon Informasi Publile adalah warga negara dan/atau
tadan hukum Indonesia yang mengajulian permintaan
[nformasi Publik sebagaimana diatur dalam peraturan
perundang-undangan.

BAB 1
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Buparti ini adalah:

A

uniuk mewujudkan penvelenggaraan pemerintahan vang
baik, yailu vang transparan, cfeltfl dan efisien, akuntahel
serta dapart dipertanggungiawabkan di Pemerintah Daerah;

sebagal pedoman pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan
informasi dan dokumentasi oleh setiap Badan Publik di
lingkungan Pemerintah Daerah; dan

meninglkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dan
dokumentasi di Pemerintah Daerah untulk menghasilkan
layanan mmiormasi dan dokumentasi vang berkualitas.

BaR (1

ARSES iINFORMASI DAN DORKUMENTAS] PUBLIK

(1

(2]

€
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Fa=zal 4

Inlormas)  dan Dokumentasi Publik di lingsungan
Femerintah Kabupaten Bengkalis bersifat terbuka dan
dapat  diakses oleh =setiap Pengguna Informasi dan
Dokumentasi Publik, kecuali informasi dan dokumentasi
vang dikecualilcan bersifat ketat, terbatas dan rahasia,

Informasi  dan Dokumentasi  Fublik  di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkalis dapat diperoleh oleh
Pemohon Informasi dan Dokumentast Publik dengan cepat,
tepat waktu, dan dapat diakses denpan mudah.

Informasi dan Deokumentasi Publik vang dikecualikan
sebagaimana dimaksud pada avat (1), sesuai dengan
kepatutan, kepentingan umum,. dan/atau lketentuan
peraturan perundang-undangan,

Informas) dan Dokumentasi Publik vang dikecualikan
zsebagaimana dimaksud pada ayat (1), avat [2), dan ayat {3),
didasarkan pada pengujian atas konsckuensi yvang timbul
apalila suatu informasi dan dokumentasi diberikan kepada
masyaraliat dengan pertimbangan vang selksama babwa
menutup  Informasi dan  Dokumentasi Publik  dapait
melindungl  kKepentingan  vang  lebih  besar  darvipada
membukanyva atau sebaliknya,
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BAB IV
FRINSIF PELAYANAN [NFORMASI PUBLIK

Pasal 4

Prinsip-prinsip dalam memberikan pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Publik di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Benghalis, sebagai berilout

a. murah, cepat, cermal dan akurat;
b. transparansi;

. akuntabel; dan

d. proporsionalitas.

Murah, cepat, cermat dan askurat sebagaimana dimaksud
pada. ayat (1) bhurul a, wyaitu setiap kegiatan dalam
pemberian dan pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Fublik harus dilaksanakan tepat walitu, disajikan dengan
lengkap, dan dikoreksi sesual dengan kebutuhan.,

Transparansi sebapaimana dimaksud pada ayat (1] hurul b,
vaitu setap kepiatan dalam pemberian Informasi dan
Dokumentasi Publik harus dilaksanakan secara jelas dan
terbuka.

| Akuntabel sebagaimana dimaksud pada avat (1) hurof o,

vailu setiap Kegiatan dalam pemberiaan Informasi dan
Dokumentasi Publik haris dapat dipertanggungjawabkan.

Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada awvatr (1)
huruf d, waitu setiap kegiatan dalam pemberian dan
pelavanan  Informasi dan  Dokumentasi Publik  harus
mempertimbangkan antara hak dan kewajiban.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bapgian Kesatu
Halk

Pasal 5

Pemerintah Daerah berhak menclak memberikan informasi
dan dokumentasi vang dikecualikan dan tidak sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[nformasi dan dokumentasi yang dikecualikan sebapaimana
dimaksud pada ayat (1), digjultan oleh PPID Pembantu
kepada PPID Utama untuk selanjulnya ditetapkan dengan
Keputusan Bupati,



Bagiankedua
Kewajiban

Pasal &

(1) Pemerintah Daerah  wajib menyediakan, memberikan
dan/atau menerbitkan Informas] dan Dokumentas: Publik
vang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon
Informasi Publik, selain informasi yvang dikecualikan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2] Untulk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimalksud
pada ayat (1), Pemerintahan Kabupaten Bengkalis dapat
membangun dan mengembanglkan sistem informasi dan
dokumentas] yvang dapal diakses dengan mudah.

BAB VI
KELEMBAGAAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu
Umum

Paszal 7

(1) Pengelolaan pelavanan  informasi  dan  dokumentasi
dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk
dan menetapkan PPID,

{2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melekat pada
pejabat struktural yang membidangl tugas dan fungsi
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Dinas
Komunilkasi, Informatika dan Statistik,

{3} Untuk mendukung kepiatan dan kelembagaan PPID
dibentul PLID.

{4} PPID sebapaimana dimaksud pada avat (2), menipakan
PPID Utama pada PLID,

Pasal 8

(1) PFID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4),
bertanggungjawab kepada Bupati melalui  Sekretaris
Daerah selaku Atasan PPID Utama.

(2] PLID sehagaimana dimaksud dalam Pasal 7 avat (4),
ditetapkan dengan Keputusan Bupati,

Pasal @

PPID Utama Pemerintah Daerah  berada pada Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik vang dibantu oleh PPID
Pembantu yang berada di sctiap Perangkat Daerah dan/atau
Pejabar Fungsional.



Pasal 10

PPID Pembantu di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri atas:

4.
4}

.

(1)

Sekretariat Dacrah;
Sekretariat DPRD;

Inspektorar,

Dinas;
Badan;

Kecamatan; dan/atau

Pejabat Fungsional.

5
a
b

Bagian Kedua
Strukoar Organisasi

Pasal 11

trulctur organisasi PLID di Pemerintah Daerah terdiri dari:

Pembina dijabat Bupati;

Pengarah dijabat Sekretaris Daerah selaku Atasan
PPID;

Tim Pertimbangan dijabat oleh para Asisten di
Sekretariat Daerah, seluruh Kepala Perangkat Daerah
dan  Kepala Bagian Hukum Sekretanat  Daerah
Kabupaten Bengkalis;

PPID Utama dijabat oleh Kepala Bidang Pengelolaan
Pelavanan Informasi Publik pada Dinas Komunikasi,
Informartike dan Statistik;

PPID} Pembantu dijabat oleh pejabat di PD vang
mengelola informasi dan dokumentas) dan atau pejabat
yvang ditunjuk Kepala PD masing-masing;

Sekretaris PLID dijabart oleh Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian pada Sekretarial Dinas Komunikasi,
Informatika dan Statistik;

Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi [Informasi
dijabat oleh Kepala Seksi Pengelolaan Opinil dan
Aspirasi Publilk Bidang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan
Sratstik;

Bidang Pelayvanan Informasi dan Dokumentasi dijabat
pleh Kepala $Seksi Pengelolaan Informasi Bidang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dinas
Komunikasi, Informatika dan Statistik;

Bidang Fasilitasi Sengketa Informast Publik dijabat
kepala  Seks Pelayanan  Inflormasi Publik Bidang
Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Dinas
Homunikasi, Informatika dan Staustl; dan

Pejabat fungsional.



|2) Bagan struktur organisasi PLID sebapaimana dimaksud

pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran | vang
merupakan bagian ddal terpisabkan dari Peraturan Bupati
L,

Bagian Ketiga
Tugas dan Wewenang

Pa=zal 12

Pengarah adalah Sekretaris Daerah selaku Atasan PPID Utama
stbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1] huruf b,
METPLUNYAL LTUEaS;

H.

memberikan  Arahan  kepada PPID Utama dan PPID
Pembantu;

memberikan tangpapan atas keberatan vang diajukan oleh
Pemohon Informas: Publik dalam jangka wakou paling
lambat 30 (tga puluh) har kerja sejak diterimanyva
xeberatan secara tertulis;

menetapkan Tim Fasilitasi Sengketa [nformasi Publik
untuk mengupavakan penyvelesaian Sengketa Informasi
Publik vang dibentuk oleh PPID Utama; dan

menetapkan DIDF dan mengumumkan kepada masyarakart,

Pasal 13

Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat
(1) huruf ¢, mempunyai tugas:

2

(1]

melakukan analisis dan pengujian konsekuensi atau
dibukanya Informasi dan Dokumentasi Publik berdasarkan
kelentuan peraturan perundangan-undanpan; dan

melaksanalan kebijakan dan asistensi pelaksanaan
pengklasifikasian Informasi dan Dokumentasi Publik di
lingltungan Pemerintah Daerah.

Pasal 14

PPID Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 avat
{11} huruf d, mempunyal tugas:

a. menyusun dan melaksanakan kebijjakan informasi dan
dokumentasi:

. menyusun laporan pelaksanaan kebijakan informasi
dan dokumentasi;

c. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan
pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari
PPID Pembantu;

d. menvimpan, mendokumentasikan, menyedialan, dan
memberi pelayanan informasi dan dolumentasi kepada
publik;

e, melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi
ablik;
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melakukan wji  konsekuensi atas informasi dan
dokumentasi yvang dikecualikan;

melakukan pemutakhiran informas] dan dekumentas:;
menyvediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses
oleh masyvarakat;

melakukan pembinaan, pengawasan, cvaluasi, dan
monitoring atas pelaksanaan kebijakan informasi dan
dolumenzasi yang dilalktukan oleh PPID Pembantuy;

melalksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara
berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan;

mengesahkan informasi dan dokumentasi vang layvak
untuk dipublikasikan;

menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat
Fungsional untuk mengumpulkan, mengelola, dan
memelihara informasi dan dokumentasi; dan

membentuk  tim  fasilitasi  penanganan  sengkeia
informasi vang ditetapkan dengan Keputusan Bupat.

Untuk melaksanakan rmigas sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 avart (1) huruf huraf d, PPID Utama berwenang:

a.

menclak memberikan informas: dan dokumentas: vang
dikecualikan sesual dengan  kelentuan peraturan
perundang-undangan;

meminta dan memperaleh informas) dan dokumentas:
dar: PPID Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;

mengkoordinasikan  pemberian  pelavanan  informasi
dandokumentasi dengan PPID Pembantu yvang menjadi
cakupan kerjanya,

menentukan atau menectaplkan sustu informasi dan
dokumentasivang dapat diakses oleh publik; dan

menugaskan PPID  Pembantu  dan/atau Pejabat
Fungsional untuk membuat, mengumpullkan, =serta
memelihara mlormas dan dokumentas:  untuk
kebutuhan organisasi,

Pasal 15

PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
ayat {1) huruf e mempunyal tugas:

zl.

membantu PPID Utama melaksanakan @nggungjawab,
tugas, dan kewenangannya;

menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada
PPID Utama dilakukan paling sedikit & [enam) bulan
sekall atau sesual kebutuhan;

melaksanakan kebijakan  teknis  informasi dan
dokumentasi sesual dengan tugas pokok dan fungsinya;

menjamin - ketersedisan  dan  akselerasi  layanan
informasi dan dolumentasi bag Pemohon Informas:
Publik secara cepatr, tepat, berkualitas dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
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¢. mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan
dan data lingkup komponen di lingkungan Perangkat
Daerah masing-masing menjadi  bahan Informasi
Fubhil;

f. menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis
dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PFID
Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan;
dan

g. Menglklasifikasikan informasi dan dokumentasi vang
terdiri dari informasi vang wajib  disediakan dan
diumumkan secara berkala, informasi vang wajib
diumumkan secara serta merta, inflormasi yvang wajib
tersedia setiap saat, dan informasi vang dikecualikan.

(2] Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPID
Pembanm khususnya Sekretariat DPRD bertugas unoak:

a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan
intormast dan dokumentasi kepada DPRD sesuai
prraturan perundang-undangan; dan

0. mengoordinasikan informast dan dolkumentasi kepada
DPRED untuk menetapkan informasi dan dokumentas:
vang dapat diakses oleh publik.

Pa=zal 16

Sckretaris PLID sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayar
(L) huruf §, mempunyai tugas:

a. melaksanakan kegiatan administrasi, dokumentasi, dan
pelaporan  pelaksanaan  pengelolaan  dan  pelayanan
Infarmasi dan Dokumentasi Publik;

b. membantu pelaksanaan tugas PPID Utama sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 14 avat (1] huruf b, huruf g, huruf |,
dan huraf m.

Pasal LY

Bidang Pengolahan Data dan  Klasifikasi  Informasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf g,
mempunyai lugas:

a. melaksanakan inventarisasi, pemutakhiran, pengolahan

data dan sistem informasi Informasi dan Dokumentasi
Pabklik @ dan

b, membantu pelaksana rtugas PPID Utama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat [1) huruf f, huruf h, humf [,
huruf j, dan huruf k,

Pa=al 18

Bidang Pelayanan Infomasi dan Deokumentasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat {1} huruf h, mempunyai tugas;

a. melaksanakan pengolahan dan pelayvanan Informasi dan
Dobkumentasi Publik; dan
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b, membantu pelaksana tugas PPID Utama sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, huruf b huraf o,
dan huruf d.

Pazal 19

Bidang Fasilitasi Bengketa Informasi Publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf i, mempunyai tugas:

a, melaksanakan pendampingan dan konsultasi pelayvanan
Informasi dan Dokumentasi Publik; dan

b. penyelesaian Keberatan, advokasi dan sengketa Informasi
FPublik,

Bagian keempat
Standar Operasional Prosedur

Pasal 20

Dalam Menyelenggarakan Layanan Informasi dan Dokumentasi
Publik di lingkungan Pemerintah Daerah berpedoman kepada
SOF yang diatur dalam Peraturan Bupatd ini sesual peraturan
perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Jenis-jenis SOP PPID, antara lain:
a. S0P Penvusunan Dafrar Informasi Publik;

b. B0OP Pelayanan Permchonan [nformasi Publik;
c. S0P Ujt Konsekuensi Informasi Publil;
d. S0P Penanganan Keberatan Informasi Publik: dan

¢. S0P Fasilitasi Sengketa Informasi,

(€] S0P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) horof a,
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidalk
terpisahkan dar Peraturan Bupati ini,

(3] SOF sebagaimana dimaksud pada ayat (1] hurul b,
tercantum dalam Lampiran III yvang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4] BOF sebagaimana dimaksud pada avat (1) huruf c,
tercantum dalam Lampiran 1V yang merupakan bagian
tidalk terpisahlean dari Peraturan Bupati ini.

(3) BOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,
tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dar Peratmuran Bupat ini.

(6] SOP scbagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf e,
tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian
fidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(2]

{3

(4]

(1)

{2}

(1]

(2]

Bagian Kelima
DIDP

Pasal 22

DIDP paling sedikit memuat:
A, nomaor;
b. ringkasan isi informasi;

c. pejabat  atau  unit/satuan  kerja  yang menguasal
informasi:

d. penanggungiawah pembuaran atau penerbitan
informasi;

e, waktu dan tempat pembuatan informasi;
. bentuk informasi vang tersedia; dan
g. jansgka waktu penyimpanan atau retensi arsip.

DIDP ditetapkan dan dimutakhirkan secara berkala oleh
FPID Utama,

Reseluruhan Inlormasi dan Deokumentas: Publik yang
sudah dipublikasikan harus diserahkan kepada PD yang
bertugas mengelola perpusiakaan dan/atau arsip untuk
dilestarikan dan diklasifikasi menjadi bahan pustaka.

Contoh Format DIDP sebagaimana dimaksud pada avar (2]
terdapat dalam Lampiran Vil vang merupakan bagian tidak
terpisahlkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
RPID

Pasal 23

RPID  terletak dilokasi yang mudah dijangkau dan
dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai,

RPID dikelola oleh pejabat fungsional dan/atau petugas
infarmasi.

Bagian Ketujuh
SIDP

Pasal 24

SIDP  dibuat dan dikembangkan oleh FPID untuk
mempermudah akses pelavanan [nformasi Publik,

Pengembangan SIDP sebagaimana dimaksud pada avar (1),
dilakukan secara lerintegras: antara PPID Utama dengan
PPID Pembantu.



(1)

(2)
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Bagian Kedelapan
LLID

Pasal 25

LLID wajib dibuat dan disediakan oleh PPID paling lambat
3 [tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan tahun anpggaran
berakhir.

Salinan  LLID  Pemerintah  Kabupaten — Benghkalis
sebagaimana dimalsud pada ayal (1), disampaikan kepada
Kementerian Dalam Neperi, Komisi Informasi  Pusat,
Pemerintah Provinsl Riau dan Komisi [Informasi Daerah
sesual kewenangan masing-masing.

LLID, paling sedikit memuat:

a, pambaran umum kebijakan pelayanan Inlormasi dan
Dolumentasi Publik di lingkungan Pemerintah Daerah;

b. gambaran umum pelaksanaan pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Publik, antara lain:

1. sarana dan prasarana pelayanan Informasi dan
Dokumentasi Publik vang dimilikl beserta kondisinys;

2. sumber daya manusia yvang menanganl pelayvanan
Informasi dan  Dokumentasi  Publik  beserta
kualifikasinya; dan

3. anggaran pelavanan Informasi dan Dokumentasi
Publik serta laporan pengpinaannva.

o. rinciarnpelayanan Informasi dan Dekumentasi Publik
vang mehiputi:
l. jumiah permohonan Informasi Publik;

2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap
permohonan  Informasi  Publik dengan  klasifikasi
tertentu;

3. jumlah permeohonan Informasi Publik yvang dikabulkan
baik sebagian atau seluruhnya; dan

4. Jumlah permohonan [nformasi Publik yang ditolak
beserta alasannya;
d. rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publilke, meliputi:
. jurnlah keberatan vang diterima;

2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan
pelaksanaannva;

3. Jumlah permocheonan penyelesaian sengkera ke Komisi
Informasi vang berwenang; dan

4. hasil mediasi danfatau keputusan ajudikasi Komisi
Informasi yvang berwenang dan pelaksanaannya oleh
Badan Publik, jumlah gugatan wvang diajukan ke
pengadilan, dan  hasil putusan pengadilan dan
polaksanasnnya oleh Badan Publik;

e, kendala internal dan  eksternal dalam  pelalksanasn
layanan Informasi dan Dokumentast Publik; dan
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f. rekomendast dan rencana tndak lanjut  untuk
meningkatkan kualitas pelavanan Informasi  dan
Dokumentasi.

Pasal 26

(1} LLID merupakan bapgian dan Informasi Publik yang wajib
tersedia seliap saat.

(2] LLID sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan
kepada publik dan disampaikan kepada Atasan PPID.

(3} LLID sebagaimana dimaksud pada avat (2}, disampaikan
kepada Bupati oleh Atasan PPID,

(4] LLID sebagaimana dimalksud pada ayat [3), akan
dilaporkan oleh Bupati sebagai bagian dalam laporan
penvelengearaan Pemerintahan Daerah.

Bagian Kesembilan
Pelaporan PPID Permmbantu

Pasal 27

(1) PPID Pembantu menyampaikan laporan pelaksanaan tugas
pengelolaan informast dan dokumentasi di masing-masing
PD lkepada Bupati melalui PPID Utama dan Sekretaris
Dacerah selaku Atasan PPID Utama.

(2} Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan
paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya.

{3} Laporan sebagaimana dimaksud pada avat (1), meliputi:

a. jumnlah permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik
vang diterima;

b.walktu  vang diperlukan dalam memenuhi  setiap
permohonan Informasi dan Dokumentasi Publik; dan

c. jumlah pemberian dan penolakan
permohonan/ permintaan  [nformasi dan Dokumentasi
Publik beserts alasan penolakan permintazn Informasi
dan Dokumentasi Publik.

BAB VI
INFORMASI

Bagian Kesatu
Pengklasifikasian Inflormasi

Pasal 28

{1) Dalam proses pengllasifikasian, informasi dibagi menjadi:
a. inlormasi yang dibuka untuk publik; dan
b. Inlormasi yang dikecualikan.
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Informasi  vang  dibuka untuk  publik  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1] huruf a, adalah informasi vang
dapat diakses aleh Pemoheon Informasi Publik.

Informasi vang dikecualikan sebapaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, adalah informasi vang tidak dapat diakses
olel Pernchon Informast Publik.

Bagian Kedus
Informas vang Dhbuka untuk Pubbk

Pasal 29

Informasy yang  dibuka  unuk  pubhk sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 28 avat (1) hurul a, dikelompokkan
berdasarkan subyek informas) sesual tugas, program dan
kegiatan P

Pengelompokkan sebapaimana dimaksud  pada avat (L),
terdirl dar:
a. informas! vang bersifat berkala;

b, informas! yang wajib diumumkan secara serta merta;
dan

o, inlormasi yang wajib tersedia setiap saat

Pasal 30

Informasi yang bersifat berkala sebapaimana dimaksud
dalam Posal 29 ayar (2) huruf a, adalah Informasi yvang
wajib disediakan dan diumumkan secara berkala oleh PD.

Informas: sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:

a, prohl, seperti: sejarah  singkat, visi, misi, struktur
urganisasi, tugas dan fungsi, dan program kerja;

0. Kepiatan dan kinerja;
laporan akuntabilitas kinerja;

]

d. laporan keuangan;

e inlormas: lain yang dibenarkan peraturan perundangan-
undangan; dan/faltau

[. Informasi yvang lebih detil atas permintaan Pemohon
Informasi Publik,

Pagal 31

Informasi vang wajib  diumumkan secara serta  merta
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 avat (2) huruf b,
adalah Informas: yang dapat mengancam hajat hidup orang
banyak dan ketertiban umum apabila tidal divmumkan
oleh PD.

Informasi sebagaimana dimalksud pada ayvat (1), adalah:

a.lnformasi mengenal bencana alam, seperti keleringan,
bangir, kebalkaran hutan dan lahan akibar [aktor alam,
hama penyalat tanaman, epedemik, wabah dan kejadian
luar biasa;



(1)

(<]

(1)

(2]

b.informasi mengenai bencana non alam, seperti kegagalan
industri dan eknolog:;

c. bencana sosial, seperti kerusubhan sosial antar kelompok
atau antar komunitas masyarakal dan teror;

d. Informasi tentang jenis, persebaran dan wilayah yang
menjadi sumber penyvakit vang berpotensi menular;

e.informasi tentang racun pada bahan makanan yang
dikonsumsi masvarakat; dan/atau

f. informasi lainnya vang mengancam hajat hidup orang
banvak.

Pasal 32

Informasi yang wajib tersedia sctiap saat sebapgaimana
dimalksud dalam Pasal 22 avart (2] huraf £, adalah informasi
setiap saal disediakan oleh PD dan dapat diakses oleh
publil.

Informasi  sebagaimana dimaksud  pada  ayat (1),
diantaranya:

a.scluruh  Informasi Publik yvang berada di bawah
penguasaan  PD,  ctidak termasuk Informasi  yang
dileecualilkan;

b, hasil keputusan Pemerintah Daerah atau PD dan latar
belakang pertimbangannya;

c. kebijakan serta seluruh delumen pendukunganya;

d.rencana kerja  program atau kegiatan, termasuk
pengeluaran tahun Pemerintah Daerah atau PDy

e. perjanjian Pemerintah Daerah atau PD dengan pihak
ketiga;

f. informast atau kebijakan yang disampaikan pejabat
Pemerintah Daerah  dalam  pertemuan vang bersifat
terbuka untuk umum;

g.prosedur kerja pegawai PD yang berkaitan dengan
pelayvanan publik atau masyarakat; danfatay

h.laporan mengenai akses layanan Informasi Publik sesuai
peraturan perundang-undangarn.

Bagian Ketiga
Informasi yvang Dikecualikan

Pasal 33

Setiap PD wajib membuka akses bagl setiap Pemohon
Infarmasi Publik, kecuali informasi wvang dikecualikan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayvat (1) harafl b,

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada
avar [1), adalah informasi vang apabila diberikan kepada
Pemohon Informasi Mablik, adalah:
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.informasi yang dapat menghambat proses penegakkan
hukurm;
-informasi  vang dapar mengganggu  kepentingan

perlindungan hak  atas  kekayaan  intelektual  dan
perhndungan darl persaingan usaha tidak sehat:

informasi yang dapat membahayakan pertahanan dan

Keamanan negara;

Anfarmas! vang dapat mengungkap kekayaan alam
indonesia:
Jnformasi vang dapat merugikan ketahanan ekonomi
nasional;

{. informasi yang dapat merugikan hubungan luar negeri:

.Informasi vang dapat mengungkap isi akta otentik vang

bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau  wasiat
SESEOTANE,;

h.informasi wang dapat mengungkap rahasia pribadi

SEEEQMANE,

. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau

intra Badan Publik yang menurut sifatnva dirahasiakan,
kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;
dan /atan

informasi  yang boleh diungkapkan  berdasarkan
delentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Tidak termasuk informasi vang dikecualikan sebagaimana
dimalsud dalam Pasal 33 huraf g dan huruf h, antara lain
apabila:

a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan
tertulis; dan/atau

5. pengunglkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam
jabatan-jabatan publik,

Bagian Keempat

Prinsip-Prinsip Pengklasilikasian Informasi yang Dikecualikan

Pasal 35

(1) Prinsip-prinsip dalam pengklasifikasian informasi vang
dikecualikan harus dilakukan secara;

.

L

=R

[
i

ketat;
terbatas;

ridak mutlak;

. menggunakan medote konsekuensi;

pertimbangan tertulis; dan/atau

berdasarkan usulan,
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Ketat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa
untuk mengkiasifikasikan informasi sebagal informasi vang
dikecualikan harus benar-benar mengacu pada metode
vang valid dan mengedepankan subvektivitas,

Terbatas sebagaimana dimaksud pade ayat (1) huruf b,
bahwa untuk mengklasifikasikan informasi sebagai
mnformasi yvang dikecualikan harus terbatas pada informasi
tertentu untuk menghindari penafsiran yvang subyekrif,

Tidak mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢,
bahwa untuk mengklasifikasikan informasi sebagai
inflormasi yang dikecualikan harus mempertimbangkan
kepentingan publik vang lebih besar.

Mengpunakan metode konsekuensi sebagaimana dimaksuad
pada ayat (1] huruf d, bahwa untuk mengklasifikasikan
informasi sebagal informasi yvang dikecualikan harus benar-
benar didasari bahayva yvang dapat ditimbulkan apabila
informasi tersebut dibuka kepada publik,

Periimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e, bahwa untuk mengklasifikasikan informasi sebagai
informasi  yang dikecualikan harus  didasari  dengan
pertimbangan terfulis tentang implikasi tersebut  jika
dibuka kepada publik baik darn sisi politik, ekenomi, sosial,
budaya, pertahanan dan keamanan.

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada avat [1)
hural [, bahwa pengklasihkasian  informas!:  sebagai
informasi vang dikecualikan harus berdasarkan usulan
tertulis ¢gleh PPID Pembantu atau Badan Publik vang
memiliki kemandirian dalam mengelola kegiatan, anggaran
dan administrast.

BAB V11
MEKANISME PERMOHONAN
INFORMASL DAN DOKUMENTAS]

Pasal 36

Pemohon Informasi dan Dokumentasi, meliputi:

&,

3]
c,
d

ety |

PerSeorangan;
kelompok masyarakat;
lembaga swadaya masyvarakat,
organisasi masvarakat;

partai politik; dan

Badan Publik lainnva.

Pasal 37

Pemohon Informasi dan Doekumentasi  wajibh  memenuhi
persyaratan:
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mencantumkan identitas dirl vang jelas dan sah sesuai
dengan ketentuan dan/atan peraturan perundang-
undangan;

mencantumkan alamat dan nomor telepon vang jelas;

menyvampaikan  secara jelas jenis  informasi  dan
dokumentasi yang dibutuhkan,

mencantumkan maksud dan wjuan permohonan informasi
dan dokumentasi vang dapat dipertanggungjawabkan;

bagi lembaga/organisasi/partai politik melampirkan foto
ko Alkta Notaris Pendirian, Strulctur
Lembaga/organisasi/partai, Kartu tanda Anggota dan
Surat Keterangan terdaftar pada Badan Kesbangpol; dan

menyatakan kesediaan membayvar biaya dan cara
pembayaran untuk mempercleh informasi vang diminta,
sepanjang biaya yang dikenakan lterbilang wajar,

Pazmal 38

Setiap  Pemohon  Informasi Publik dapat mengajukan
permintaan untuk memperoleh Informasi dan Dokumentasi
Publik kepada Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah
melalul PPID Urtama dan atau PPID Pembantu secars
tertualis atau tidak tertulis,

PPID Utama danjatau PPID Pembantu dan/atau petugas
informasi wajib mencatal  nama, Noemor Induk
Kependudukan [NIK) dan alamat Pemohon Informasi
Publikt, subjek dan format, =serta cara penvampaian
Informas: Publik vang diminta oleh Pemohon Inlormasi
Publils,

EP[D Utama dan/atau PPID Pembantu dan/atau petugas
informasi wajib mencatat permintaan Informasi Publik yang
diajukan secara tidak tertulis.

PPID Uama dan/atau PPID Pembantu dan/atau petugas
informasi wajib memberikan tanda bukti penerimaan
permintaan Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] avat (2], dan ayar (3], berupa namaor pendaftaran
pada saat permintaan diterima.

Dalam hal permintaan disampaikan secara langsung atau
melalui surat elekeronik, nomor pendaftaran diberikan saat
penerimann permintaan.

Lralam hal permintaan disampaikan melalui  surat,
pengiriman nomor pendaftaran dapat diberikan bersamaan
dengan pengiriman Informasi.

Paling lambat 10 (sepulub} hari kerja sejak diterimanya
permintaan, PPFID  Utama  wajib  menyvampaikan
pemberitahuan tertulis yang berisikan:

a. informasi yang diminta, berada di bawah penguasaannya
ataupun Lidaik;
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b. penerimaan atau penolakan permintaan atas informasi
dengan alasan sesual dengan Ketentuan peraturan
perundang-undangan,;

c.alat  penyampai dan format informasi yang akan
diberikan; dan/atau

d.biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh
informasi yang diminta,

PPID Utama wajib memberitabhukan PD atau Badan Publik
vang menguasai informasi yang diminta apabila informasi
vang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan
PD atau Badan Publik yang menerima permintaan
mengetahui keberadaan informasi vang diminta.

Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebaglan
dicantumbkan materi informasi vang akan diberikan.

Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang
dikecualikan  sesusi dengan  ketentuan — peraturan
perundanpg-undangan, maka informasi vang dikecualikan
tersebut dapat dihitamkan dengan disertal alasan dan
materinya,

PRID  Utama dapat memperpanjang wakm  untok
mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (7], paling lambat 7 [tujuh) hari kerja berikutnya
dengan memberikan alasan secara tertulis,

BABA VIII
LAYANAN LANGESLUING,

PERMASALAHAN TEKNIS DAN KEAMANAN LAYANAN

(1

12|

(3

Pasal 39

PPID Utama melalui Sekretariat PPID atau PPID Pembantu
memberikan layanan langsung dan/fatau layanan Informast
dan Dokumentasi Publik melalui media cetak, online
dan/atau elektronilc.

Layanan langsung dan/atau melalui media cetak, online
dan/atau elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
adzlzh layanan untuk Informasi dan Dokumentasi Publik
vang diketagorikan wajib tersedia setiap saat.

Layanan melahl media cetak, online dan/atau elektronmk
untuk informasi vang bersifat berkala sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2] huruf a dan informasi
yvang wajil divmumkan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 29 ayat (2] huruf b, dilakukan melalo;:

a, media orline milik Pemerintah Kabupaten Benglkalis;

b. media onfing Dinas Komumikasi, [miormatka dan
Sratistik;

¢, media online Perangkat Daerah atau Badan Publik;

d. mediz celak; dan/atau

e, media cetak vang ersedia.
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Pasal 40

{1} Apabila terjadi permasalahan teknis yvang menyebabkan

2]

(3]

layanan Informasi dan Dokumentasi Publik sebapaimana
dimaksudkan dalam Pasal 39 ayart (2] dan ayat (3], tidak
dapat dilakukan, maka apabila terdapat Pemohon
Informas: Publik vang memintanyva dapat diberikan ringkas
dan/atau ranghkumannya.

Permasalahan teknis sebapaimana dimaksud pada avat (1),
seperii;

. besaran volume, dimensi dan/atau kuantitas dokumen;
dan/atau

b, kecepatan akses, keterbatasan bandwith, keamanan
zistem, keterbatasan hosting dan sebagainya.

Apabila Pemmohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), tetap meminta Informasi dan Dokumentasi
vang tdak bisa dilavani karena disebabkan teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat {2), maka Pemohon
[nformasi Publik tersebur harus mengajukan permintaan
dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37
huruf a, huruf b, huruf d dan huruf e.

BAB [X

KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

11]

(=]

Bagian Kesartu
Keberatan

Pasal 41

Sctiap  Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan

Keberalan sccara tertulis kepada Atasan PPID berdasarkan

alasan berilout:

a. penolakan  dtas  permintasn  informasi berdasarkan
alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayar (7);

b, tidak disediskannva informasi dan diumumkan secara
berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 2008 entang Keterbukaan
Informas: Publik:

c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;

d. permintaan informasi ditanggapi tdak sebapaimana vang
diminta;

e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
f. pengenaan biaya vang tidak wajar; dan/atau

g. penyampaian informast yang melebihi waktu vang diatur
dalam peraturan perundang-undangan tentang
weterbukaan Informasi Publik.

Alasan sclbagaimana dimaksud pads ayac (1) huaral b
sampai dengan huruf g, dapat disclesaikan secara
musvawarah oleh kedua belah pihale.
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[3)

(1)

(2]

(1)

(<)

1)

{4

(5]

Pazal 42

Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam
junghks waktu paling lambat 30 [tiga puluh) han kerja
setelah  ditemukannya  alasan  sebagaimana dimalsod
dalam Pasal 41 ayat (1)

Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberatan yvang
diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) har kerja sejak
diterimanya keberatan secara tertulis.

Alasan tertulis disertaken bersama tanggapan apabila
alasan PPID menpuatkan putusan vang ditetapkan oleh
bawazhannya.

RBagian Kedua
Fasilitasi Sengketa Informas: Publik

Pasal 43

Sengketa Informasi Publik dapat terjadi apabila Komisi
Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Daerah sesual
dengan kewenangannva, menerima permohonan Sengketa
Informasi Publik vang disjukan Pemohen Informasi Publik
karena tidak menerima alasan tanggapan Atasan PPID.

Pengajuan Sengketa Informasi  Publik  sebagaimana
dimaksud pada ayat [1), dilakukan Pemohon Informasi
Publik dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah diterimanva tangeapan tertalis dar Atasan
PRID.

Pasal 44

Mekanisme dan tata card upaya penvelesaian Sengketa
informasi  Publik  dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,

Bupati melalui Atasan PPID menelapkan Tim Fasilitasi
Sengketa Informasi  Publik  untuk  menpgupayakan
penyelesalan Senghketa Informasi Publik vang dibentuk oleh
PPID Urama.

Surat  Kepumusan penetapan Tim Fasilitasi Sengketa
Informasi Publik juga berfungsi sebagal Surat Kuasa untuk
bersidang mewakilih Pemenntah Habupaten Bengkalis ke
Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi Daerah
sesual dengan kewenangannya.

Tim Fasilitasi Sengketa Informasi Publik diketuai oleh PPID
Utama dan beranpggotakan PPID Pembantu, pejabat yang
menangani hidang hukum dan pejabat fungsional serta
pejabat/ stal lainnya sesuai dengan kebutuhan,

PPID Utama melaksanakan [asilitas) penanganan Sengketa
Informast Publik denpan melalkulean  koordinasi  dan
konsolidasi  bersama PPID  Pembantu, pejabat vang
menangani bidang hukum, pejabat fungsional dan pihak
lain vang dipandang perlu.
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(&) Meckanisme kerja Tim  Fasilitasi Penanganan Sengkera
informasi Publik diatur olelhh Tim berdasarkan arahan
Atasan PPID.

{7} Tim melaporkan proses penanganan dan hasil penyelesaian
Sengketa Informasi Informasi kepada Atasan PPID.

BAB X
FEKPPID PEMBANTLU

Pasal 45

(1) Di lingkungan Pemerintah Daerah dapart dibentuk FEPPID
Pembantu untuk meningkatlkan koordinasi antar PFPID
Pembantu serta memperkuat peran dan fungsi PPID.

{2} Anggota FRKPPID Pembantu sebagaimansa dimaksud pada
ayart (1], terdiri dari seluruh PPID Pembantu di PD.

{3} Bupati melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan

Sratistik melakukan  koordinasi, pembinaan  dan
pengawasan FKPPID Pembantu sebagaimana dimaksud
pada ayat (L]
BAR XI
PEMBIAYAAN
Pasal 46

(1] Pembisyaan yvang diperlukan untuk pengelolaan pelayanan
informasi dan dokumentasi Publik pada Pemerintah Daerah
dibebankan pada APBD.

(2] Biaya wvang timbul akibat pengadaan, penyverahan,
penpgandaan dan penginiman informasi dan dokumentasi
kepada Pemohon Informasi Publik dapat dibebankan
kepada Pemohon [nformasi Publik.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Bengkalis Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Pelavanan  Informasi dan  Dokumentas: i
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis, dicabut dan
dinyvatakan tidak berlaku,
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Pasal 45
Peraturan Bupati ini mulai berlalu pada ranggal diundangkan.

Agar setiap arang mengeahuinya, memerintankan
pengundangan Peraturan Bupatl int dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Benglkalis,

Ditetaplan di Bengkalis
pada tanggal & Oktober 2M17

1 BUPATI BENGERALIS,
e e

ﬂLMRIis EiUI{ ['-.-'TII‘-II"'-]

Diundangkan di Bengkalis
pada tanggal 7 OkTober 20

Plt. SEKRETARIS Dﬁ‘E:}'LﬂsH KABUPATEN BENGKALIS,
Eﬂ"‘v'

H. ARIANTO
BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2017 NOMOR 85



LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR
TANGGAL

ESTAHUN 2017
i Jktaber-2017

STRUKTUR ORGANISEAS] PLID PEMERINTAH KABUPATEN BENGEALIS

PEMEINA

BUPATI

PENGARAH

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU ATASAN PPID

TIM PERTIMBANGAN

FPEIABAT PIMPINAN TINGO]
PRATAMA DI SEKRETARIAT
DAERAH BENGKALLS, KEPALA
PERANGEKAT DAKRAH DAN
KEPALA BAGIAN HUKUM

PPID UTAMA

REPALA BIDANG PPIP DINAS
KOMUNIKASIL, INFORMATIKA DAN
STATISTIK KABUFATEN BENGKALIS

PRI} PEMBANTL
PEJABAT YANG DITUNJUK PD

1 i

BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG

PENDURKUNG PENGOLAHAN PELAYANAN FASILITASI
SEKRETARIAT DATA DAN INFORMASI SENGKETA
PLID KLASIFIKAS] DAN INFORMASI

INFORMASI DORKUMENTASI

| ] ] |
- L L e B ey i o e J ————————————————
PEJABAT FUNGSIONAL

S L g e e L T s

[ S —
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LAMPIRAN Il PERATURAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR  : 5 TAHUN 2017
TANGGAL - & Duiaher 20477

SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMAS] DORUMENTAS! PUELIK

NOMOR SOP

TGL PEMELATAN
TGL REVISE

TGL. EFEKTIF

DISAHEAN OLEH: SEKRETARIS DAERAH

Mahs SOP FENYUZUMAN DAFTAR INFORMAS] DAMN
DOKUIMENTASI FLIBLIK

HAMA PD

DASAR HUKLUR: FUALIFIKASI FELAKSAMA:

UL Na. 14 Tabkun 2008 1. 51
UU Mo, 26 Tabun 2009 2. Dl
UL Mo, 23 Tahun 2014 3. SLTA
PP Mo, 61 Tahun 2010

FPearki Mo, 61 Tatwun 2010
; Perki Mo, 1 Tahun 2082
: Perki Np, 1 Tabun 2017

3
2
3
4.
o Pemendagri Mo, 3 Tahun 2017
&
7
8
K

ETERIEATAN: FERALATAN FERLENGKAPAN:

1. Lembaran Kerfa dan Rencana Kerja
2 Temnaof Reference

3. Alat Tulis Kantor

4. Jaringan Intemet

PERINGATAN: PEMCATATAN DAN PENDATAAN:
- Disimpzan datam bentuk seicopy dan kemdoopy




LAMPIRAN 1I PERATURAN BUFATI BENGEALIS
|_|._n-._..—.._—mm.___.._..ml ] L Ok tahey AT

SOP PENYUSUNAN DAFTAR INFORMASI DOKUMENTAS| PUBLIK

MAMA PO

HOMOR S0P

TGL PEMBUATAN

TGL REVISI

TGL EFEKTIF

DHSAHEAMN OLEH: L SEKRETARIS DAERAH

MAMA SOF PENYLSUMAN DAFTAR INFORMASI DAN
DOKLUMENTASI PUBLIK

DASAR HUKLIN

EUALIFIFEASI PELAKSANA,

1. UU Na 14 Tahun 2002 1. 51
2, UL Ng 25 Tahum 2009 2. D
3 UL Mo 23 Tahun 2014 3. 5LTA
4, PP Mo, 61 Tahun 2010
5 Pemendagri Mo 3 Tahun 2017
6. Perki Mo, 51 Tahun 2010
T Perki Mo, 1 Tehun 2013
a. Ferki No, 1 Taehun 2017
KETERIKATAN: FERALATAN PERLENGHKARPAM;
1. Lembaran Kerja dan Rencana Kera
2, Termof Beference
3, Alst Tulis Kanior
4, Jaringan Internet
PERINGATAN: FPEMCATATAN DAN PENDATAAN:

- Disimpan dalam bentuk soficopy dan hardeopy




yana telah diletapkan melsiu LU
Mo. 14 Tahun 2008 Pazal 17

dan Pazal 15, Pengujian lenlang
korisekaens dengan seksama dan
penuh keselitian sebelim
menyatakan Informasi den
DokumensasiPubkik lereniu
dikecualikan oleh seliap orand,

_ Pelaksana = Pendukung T 1
Ho Eocgiatan FRID PRID Alasan Helerangan
: Pembaniu Ewn_a PRID Relenghapan Wakly Dutput B -

1. | Mengumpilkan informasi dan P UL Mo 1as2i0a Secara berkala, | DIPD yarg telah

dokwemanasi yang berkualitas 7 UU Me 257005 serz mera dan | dikempulkan

dan relevan dengan ugas dan 5 UU Mo 232014 celiap saal. dari Ferangkal

fungei masing-masing PO, baik 4 PP Mo 512010 Ciaerah

yang diproduksi sendiri, 5 Pemendagri No. 3

dikesnbangkan, maupur yang Tahun 2047

ddikirim ke pihak |ain, yang berupa 6 Perki Mo 162010

arsip statis maupun dinamis, arsip : . F

Sy kg o ] petia s

wital yang dikuaza. Infarmeas yang

dilakukan malipul pEnis dokumen,

ponanggung j[awab pombuatan,

wakiu dan tempat pembuatan,

seda bentuk informasi yang

tersedia dalam feardicopy dan

soffcopy formalpengisian dalam

pengumpulan informasi dan

dakumentas dimasing-masing P
2. | Mengklasifkasikan seluruh I, UL Mo, 14720005 Secara betkata, | DIPDyang 1etah

infanmasi dan dokumentasi yang .l e 2. U No 252009 sorta merla dan | dekkasiikas]

lelal gdumpulkan dan 3, UL Mo 23014 sefliap s=El kebenarannya.

mengidentifikasikannya 4 PP Mg 6102010

kerdaserkan sifal informasi dan 5  PemendagriNe. 3

dokumeniasi, salain itu juga Tahun 2017

miengklasifiksikan informas dan G. Perki Mo 112010

dokurnentast yang dikecualikan 7. ParkiNao. 112013

diengan kategari sobagaimana 8 PerkiNa 12017




s e " e p—

tandoavmentasikan nleetias
publik dalam bemiuk saffcos)
dan tempal pamyampanan
dokumen dalarm bosiok farooooe
dendgan lafa cea Sepor
MENGArSIp dokumers dan
dipisahkan sesuai kiasifikas
informasi dan dokumentas wajits
sezara berkala, serta mena dan
seling saat. Periu dibuzal dafiar
Iednemasi can dokumendasi yang
dikectialikan

Lo | T S L T i

b~

LILD By 142008
UL M AR08
LU Mo 232074
PP Mo 832000
Pemendagr Mo
3 Tahun 2017
Perki Mo 1720940
Per b W13
Persa Mo 152047

Secarg perkaks,
seria meadta dan
zeliap saal

LHPTE yareg tolab
diklaadias
kebenzrannya

e

BUPATI BENG]

i

5,

— g

| AMRIL MUKMININ

4 Menstapkan DIGFP secarpresmi hengadakan Setelah DG Sural Kegadusan | Setelah 08
dan mengumumkan kepada Fﬁ rapal bB=igamsa teskumpl dari CHEIF wing diletapkan
masyarakal. dengan PRIC PRy ditandalzmsaani jika ads

Liama dan FPID | Pembantu oleh Atasan tambahan
FPermbantu ueduk PPILC. (1L
Memgiapkan Exiaru, efdbgl
P SH unbuk

i dilelapkan

5 Menguaggah DIOF ke wabsife Wenstedan Setelan DIOP Ailanya konlen
rersrmi Kemendagri dan sarana informas | ditetapkan oieh | DIDPdiwebsite
Hesmarrilah Dacrahmawpun . = Lainnya yang Atasan FPID. Pemarintah
melalui sararg infomass Rinnys clirniti aloh Diaerah.

o
danfemeannlah
- | Dizerah
{ALLS,




LAMPIEAN 11 PERATURAN BUFAT!I BENGRALIS
NOMOR TAHUN 2017
TANGGAL e L

S0OF PELAYANAN PERMOHONAN INFORMAS FUBLIK

NOMOR SOP
TGL PEMEBUATAN
TGL REVISI

TGL, EFERTIF

L rt L Lire

DISAHKAMN QOLEH: , BEKRETARIS DAERAH

MAMA S0P . [PELAYAMNAN PERMOHOMAN INFORMAS| PLIBLIK

Madkas PO

DASAR HUKLIM: KUALIFIKASI PELAKSANA,

1. UUNo. 14 Tahun 2005 1. 81

2 UL Mo, 25 Tahun 2009 2. D

3 UL Mo, 23 Tahun 2014 3 BLTA
4, PP Ng. 61 Tahun 2010

5. Pemendagr No. 3 Tahur 2017
B Farki Mo 1 Tahun 2010

¥ Parki Mo, 1 Tahun 2013

B Parki Mo. 1 Tahun 2017

KETERIKATAN. FPERALATAN PERLEMGEAPAN:

1.  Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. Term of Reference

3. Alat Tulis Kantor

&4, Jaringan Internet

FERIMGATAN: FEMCATATAN DAN PENDATAAN;
- Disimpan dalam bentuk soffcopy dan hardoopy




Pelaksana _ Pendukung
Mo Kegiatan Pemohon Bagian PPIO Komportn Keterangan
I : Regisirasi dzn FRFD P Kelengkapan Wakl Clestprid
neoEmes PPID | Pembantu | %" FO
1 Fommhon Informiasi dagsal {1} Fommulir Pada hari F ool
rrErysEnpaikan permohonan . Fermohoaan | dan jam kena | Permohonan
informasi yang dibutuhkan baik Indarmasi LUk infoemnas
secara langsuna dan dak yanag lerseda | pemonon wang ielah
lang=ung. di meja informasi diizi lengkap
pelayanan SEecarg dan dilarnpin
FFIT atau langzung {eiocopyiscan
Vang dan seliap idenitas
ditampilkan df | Saal untuk diri {MIKD,
werlisile, pemohon
(2] Fatecony | informasi
atau scan e=cara tidak
idendifas din langsung
(MIE) dari
pencdon
inforrmasi
2 Melakikan regicirasi berkas Seina dala: | Pada bar Dilf* vang
permohosan nformasi publik. Jika = ciala dan jam telah tersusun
dokumenfinformas yang diminta . pemaohon kerja uniuk dalarmnbes:iuk
felah fermasuk dalam CHE dar informasi pamohon frardenyrpdan
dimiliki ebel rmiesa Blormass atau disiryoan infarmasi SrlCony.
cudah ierdapat di websife clalarm benfuk | sacan
PPID, maka lang=ung dibetikan hardeony langsung
kepada pemohon infarmas afaw dansasficopy. | dan setiap
bisa langsung diwndub oleh 5aal untuk
permahon informas pemohon
Jikamnlormasiddokumeniasi yang infGrmaesa
diminta belum 1esmasuk dalarm secara lidsk
OIP, maka berkas parmokanan langsunag.
disampaikan kepada PRIL alau
PRI} Prenbsnli,




FPIC meminta kepada komponsn DIF* yanag 10 (sepuluby | DIE
alauPD uniuk telah hari kerja
membarikananfamas] alaa .rl...w. difetapkan sejak

gokumsn yang sudsh lemmasik aleh parmahcnan

dalam OtF, kepada FPID uniuk komposnen informasi

diborikan kepada pemohon atauf [y dliterima aleh

wloamasi. Komponen alas PD PEI,
memberikaninicanas Moo

dokumen yang dimaksud kepads

PRID atau PFID Pembaniu

Memberikan infarmasi atau Il Perpanjangan | Informasi
dokurmen yarg diminta aleh . = atau permahonan | puldik yang
pernohon informasi yang telah Crokumen infarmas dirmmiaaleh
renandatangani tanda bukti vang diminda | adatah ¥ permabhon
penefimaan informas alou olehpamohon | (tujuh) han infonmasi
dokurmen, inforrmzsi. kerja.

?_—BUPATI BENGKALIS,
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LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKAL I

NOMOR  © =% TAHUN 2017

TANGGAL -4 Ok ober &

. SOP Ul KONSEKUENSI INFORMASI PUBLIK

MOMOR S0P _

TGL. PEMBUATAN

TGL. REVISI

TGL EFEKTIF

DISAHKAN CLEH; ASISTEN BUPATHREPALA PD

MNAMA SQP - UL KEOMSEKUENSI INFORMASI PLBLIK

MAMA PO

DASAR HUKLIM:

KUALIFIEAS] PELAKSANA:

UL Ma, 14 Tahun 2002
UL Mo, 25 Tahun 2009
UL Mo, 23 Tahun 2014
FF Mo, 61 Tahun 2010

Perki Mo. 1 Tahun 2010
Ferki No. 1 Tahun 2013
£ Perki Mo. 1 Tahun 2017

1. 5

2. D
3. SLTA

1
2
3
4
3. Pemendagri Mo. 3 Tahun 207
6
7
i
K

ETERIEATAN:

PERALATAN PERLENGHAPAN

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. Term of Referance

3. Al Tulis Kantar

4. Jaringan Interns1

PERINGATAMN:

PEMCATATAN DAN PENDATAAN:
Disimpan dalam bentuk soffcopy dan hardcapy




Pelaksana

i ) B Pendukureg
PPID Utaing e PP

ik mefletan dan FRIG _Lﬂﬂ__a:w_.._wm_u_._ dan PRID xﬂﬂ.ﬁﬂ: Helengkapan Waktu Sheput L
Pembaniu __._q“ﬂ.._mmm Famhaniu

1. | Pemabon Informasi dapat Memberikan Satigp eaat. | Berkas
menyampaikan permohonan perimbangan PRGN
informasi yang dibutubkaa Lak . atas inlormasy infarrmas
secara langsung dan lidak dokurnemn yang telah
langsung. yanpudimaksud diisi lengkap

yangErsifzl dan difampiri
rahasia fodocopyfscan
berdasarkan idenlitas dirl
LiL} kepatutan (KD,

dan

kepenlingan

Lirmum

?. | Memberkan pertimbangan alas Dasar bk, | Pade hari Surat
informazif dokumen i IV. LUBEIP Mo, 14 | dan jam Eapulusan
yangdimaksud yanghoagital Tahun 2038 kerj Tim
rahasia berdasarkan LILL dan Pagki Partimbangan
kepalutan dan kepentingan 1 Tabun201k Pelayanan
R Informasi.

3 kMenyampaikan kepada PRID Infesrrmsse’ Pada hari Pada beari
alas siatus informasidokumen dokumen yang | dan jam deny jam kerja,
vangdiminta pomohon informass, telab ketja, inaksimal 10
apakah fermasuk rahpsia alas dinyzdakan reaksimal 10 | {sepuluh)
{ertka, Jika informasifidokumen lerbuka unfuk [sepuluh) heri kerja,
vamg dimaksud adalah terbuka . . prehlik. hart kerjz, sEjak
maka PPID memerintahkan Egjak prrmahnan
kepada komponen'PED unjuk peanchonan | informasi
menyerahkan informasiddokumen inforrmasi Ie1egisirag
yarey damaksid, Jika stzlus leregistrasi.

informaslf dokumen ol=h Tim
Pertimoangan Pelayanan
Informasi dinyaftakan rahasis,
maka PPID maxmbiat sueal
penaelikan kepadsa pemohon
informas.

B




Memyampaikan kepads FPID alas
status infoemasi'dokuman yang
ciminty gemahon irdormas,
apakah termaguk s ala
ferbuks, Jka irformasi'dokumen
yang demaksud adslah terbuka,
maka PRID memerintahkan
keppada komponen/PD untuk
rmesmyrerahkan infarmasiidakurmen
wiang dimmaksud. Jika slalus
informsail dokuamen aleh Tim
Petimbangan Felayanan
Informasi dinyatakan rzhasia,
rnaka PPID membesl surat
penofakan kepads pemahon
irsloTmasi.

Indarmeasiy

dokumen yang

ledah
dinyatakan
{erbuka uniuk
pubsk.

Pada hart
dan jam
k=],
rmaksimal 10
{==pulub}
hari ketja.
sijak
permatnan
infarmasi
teregistrasi.

Pada har

dan fEm kerja,
meksimsal 10
(e=guluh)

hari ketrja,
sk
permohenan
infiornass
teregisirasi.

“BUPATI BENGKALIS,
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I, PENGLUIAN KONSEKUENSI

LEMBAR PENGUJAN KONSEKUENSI

NOMOR TAHUN
Pada hari ini...... tanggal..........._.bulan ......... Tahun...........berempat di........... telah dilakukan Pengujian Konsekuensi feihadap
Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:
Informasi = - Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik )
2 _ Dasar Hukum Sy : g Jangka Waktu
{pensi informasi tertentu 3 . (berisi uraian konsekuensif partimbangannya) : A ki
yang akan dikecualikan) Pengecualian Informasi == " Dibuka Ditutup {disebutkan jang mim E_d‘-__l
| A |
| = T S
_ i % e
Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan cleh:
B - TTD
No MNama Jabatan Unit Kerja {Ditandatangani oleh Asisten
_ Bupati/Kepala PD) g
1
2, 4
3 - ] -

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

BUPATI BENGKALIS,
3 B A ]
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Il PEMGLHAN EONSEKL: S ATAS PERUBENAN #LASIFIKAS] INFORMAS] YANG DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGLULIAN KONSEKUEMS A1AS PERUBAHAN KLASIFIKASI INFORMAS| YANG DIKECUALIKAN
NOMOR TAHUN

Pada hari ini,.... ...._.. tanggal bulan v Tahun... . bedempat di............ telah dilakukan Pengubahan Klasifikasi informasi yang
dikecualikan sebagaimana disehuikan pada tabel i bawah ini;

KansekuensifPertimbangan Bagi Publik

Informasi yang Qasar I:Wm..ﬂ.ﬂ..m:ﬁm:m__m:  (berisi uraian konsekuensi/periimbangannya) Jangka Waktu
Dikecualikan Semula Pengobatan Pertimbangan Sebelumnya Perimbangan (dizebutkan jangka waktunya}
1y . o e e Perubahan !
] ) Dibuka Ditulup _ Diutwp | .

Bahwa Pengujian Konsekuenszi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan
oleh:

TID
No. Nama Jabatan Unit Kerja {Ditandatangani oleh Asisten
i _ _ o - . BupatilKepala P}
1.
.Ml — -— — —
m — -
Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian
~ BUPATI BENGKALIS,

| _
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Mans PO

LAMPIRAN V | PERATURAN BUPAT| BENGKALIS
NOMOR =e TAHUN 2017
TANGGAL ; & Qictaker 2017
SOP PENANGANAN KEBERATAN INFORMAS! PUBLIK

NOMOR S0P

TGL PEMBUATAN

TGEL, REVISI

TGL, EFEKTIF

DISAHKAN QLEH . SERRETARIS DAERAH

NAMA SDF PEMANGANAN KEBERATAN INFORMASI PUELIK

DASAR HUKLIM.

KUALIFIKAS] PELAKSANA:

UL Mo, 14 Tahur 2003
UL Ma. 25 Tanun 2009
UL M. 23 Tahun 2014
PP Mo, 61 Tahun 2010
Pomendagri Mo, 3 Tahun 2017
Parki Mo. 1 Tahun 2010
Perki Mo, 1 Tahum 2013
4 Perki Mo. 1 Tahun 2017

e e el e

1. 31
2D
<4 8LTA

KETERIKATAN:

PERALATAN PERLENGKAFPAN:

1. Lembaran Kera dan Rencana Kerja
2 Term of Reference

3. Alat Tulis kantor

4. Jarngan Infernet

PERIMGATAMN

PEMCATATAMN DAN PEMDATAAN:
Disimpan dalam bemuk soficopy dan fardoony




Pelaksana - Pendukiing el

Mo HKEGIATAN Fomohan FPIF Atasan Foomisi kaierangan

Infornasi atau PRID PRID infcrmasl Hotemgkapan Wakiu Cutput H
Publik Pembantu e | [ -

i Femaohoa informasi menyampe- L1 Formaulir Fada han Pemohonan
kan pengajuean keheralan alas Fandajin dan jamkens, | infarmasi
fickak terlayaninya permohonan Keberatan maksimsl ¥0 | yang telah
infarmsass yang dibutuhkan Informas {sepuluh) diigilemgkiap
il . FPubdek yang hari ke, dan dilanspin
{1} datang langsung dan mengisi lersedia di sijik [oincopylscan
formulir permohonan pengajusn e H] permohonan | identitas
keberaian informasi publik pelayEnan informasi diri (M k]
dengan melengkapl folooopy PRI 2tau teregisirasi
idonlifas diri{MIE), ditarmnpilkan di
(2} melalis wehsitedengan welbsiledan
rmengisi farmulir yang telah dapal diundut,
diundub dam mernyerlzkan scn (21 Fofocapy
identilas diri (MK} kKermudian atEu scan
dikirim ke alamal emanl PPID wang icl=rililas din
tertera di wehsite, (B dan
{3 mengirim fax fommulir Pemaohon
permohonan informasi yang kelah fnformasi yang
diisf lengkap disertai dengdn L menggajukar
identitas diri (MIKY ke reomar fay Rarheralan
FFID.

2 telskukan registras fonmulir Semua data- Pada b Daltar
pengajuan kebaratan pelayanan clala pemohen | dan penaajuan
informasi dan menyampalkan il..l...u.. = . il kerja, keberalan
pongajuan keberalan kepada disimpan pelayanzn
Alasan PPID. dalam benluk informasi yang

hardcopy dan letah dufile

sy dalam bentuk
hardcopy
dan=offcopy

2. | Memerikss foarmuid pengagiEn Berkas Fada harr Dafiar swral
keberatan darl Fara Pemchon peEngajuan dan jam yangg hirus
Informast dan memenintahkan i keberalan kerja diberikan
PPID dan PRID Pembardu unluk pekranan kepeda FPID
manjawab permohooan informesi, irdareriasi yang dan PFID

telah disk Pembanlu

lengkap,




Memssintehkan kepada PPID dan

{1} Berkag

Fada hari

Sl porisdah

FRID Pembanlu untuk smemenuhi . = pengajuEn dan g
perminiaan inform:as dar keberatan jamkerR kepads PFID
Pemuohaon Infarmiast pelayanan dan FRID
imforrnasi yang Fembanlu
kel chiisi unluk:
lengkap marrizringhi
{3 DIk parminkaan
yang telah pemghon
diumumkan. infoemaesi
¥Eng
mEmNgE|ukan
keberatan
pelaynan
infarm:as
paritik
Mamberikan islomasi yang Cokumenfinfor | Pada hiri Infornngsi
dimanla oleds pemahon informasi masi yang dan prisnkk
kepada Alasan PRID jika nfomasi dimaksud Jamkerja yang dimintza
yang dimaksud telah masuk DIP. ol Pemohon cleh Pemohor
Alasan PPID akan menjawatb Informasi alau Infarmas atac
pengajuan keboralan kepada rekamendasi Hura
pomohon indorrmas, Jika informeas sural npenalakan
yang diinginkan pemohion penolakan kepada
inlarms tidak 1emmasuk dalam dari PPID ado FPemaohon
DIF yang telah diumumbkzn, PRI Inforrrsi

karena informasi belum leisedia
alau lermasuk informas yang
dikecualikar, inaka diberikan
sural penolakan kepada Pemohon
Informasi.

Pembaniu
karena
informasi yang
dimintz
IMETUPERan
informasi yang
dikecualikan.

2 BUPATI BENGKALIS,

o
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LAMPIRAN VI - PERATURAN BUPATI BENGKALIS
MOMOR Cos TAHUN 2017
TANGGAL L Qlktaber 20T

SOF FASILITAS| SENGEETA INFORMASI PUBLIK

NOMOR 50P

TGL PEMBUATAM
TEL REVISI

TGL EFEKTIF

LHSAHEAN QOLEH: { SEKRETARIS DAERAH

MAMA SOP FASILITAS] SENGEETA INFORMAS! PLUBLIK

HAMA PO

OASAR HUKLUM: KUALIFIKASI PELAKSANA

UL Mo, 14 Tahun 2008 1 81
LU Mo, 25 Tahun 2003 2. O
Ul Mo, 23 Tahun 2044 3 EBLTA
PP Mo, 61 Tabun 2010
Pemendagn Mo, 3 Tahun 205¥
Perki No. 61 Tahun 2010
Pearki Mo. 1 Tahun 2013

; Parki Mo, 1 Tahun 2017

B D

KETERIKATAN: PERALATAN PERLENGRAFAN:

1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja
2. Term of Referance

3. Alat Tulis Kaniar

4. Jaringan Internst

PERINGATAN PENCATATAN DAMN PENDATAAN:
Disimpan delam bentuk sofficony dan fardeopy




Pelakzana Pendukung
Pemaohon PFIP 3
Ha IEGLATAN Informasi mwm_w_ﬁ.__.u.w_ atau PRID r_mmm.._ Kelongkapan Waktu Qutput Fgharangen
Publik Pz bearibil =
i Seligp Pemohon Informasi dapai (1) Fonnudir Pada hari Barkas
_._._m__.__m_m.m:r.m_._ keherakan sy Fengapan chaan Fm n.u.._._.__u_.__u:.._m__
terhulis kopseda Alasan PRID Keberatan kerja, informasi
it wiakli 14 (sepuluh) han . Informasi maksimal 10 | yeng telah disi
kena, Publik (sapuluh) lengkap darn
sgjak permohonan infomase yang lersedia hari karja, dilamipiri
ieragestrasi dam diberikan i Friesn sifak Palocapyiscan
Perpanjangan pormeniian pelayanan permaonan | dentilas din
perpsahoran infommas seiamaf PPID alau infarmass (MIK)
{lujsaly) hari sejak pemberitahuan ditampilkan ds | teregistras:
{erulis dibeakzn dan idak dapat wiabsile
diparpanjang kagi clian dapat
clauncluly,
)
Folocopyfscarn
identilas diri
{NIK) dari
Pemabon
Infor s
yang
menaajukan
kaberalan
Y e
7 | Atasan PPID menetapkan Tim . Tanggapan
fasililan: sengkelz informasi uniuk iertuli= dari
meangupayakan penyslosaian atazan PRI
sangxeia informast, yang dilientuk perhal
oloh PPID Lkam nlgmas yang
disengxeiakan
1 Tirm fasilitas sendgeia mbarmass di ﬂ__m..._.u_.._.“m:

R

weduai oleh PPID Utems dan
paranggoiakan FFID Pembariu
ierkail, p=jabal yang menamgani
bidang hukum, pejabat lungssooal,
serla JFUyarg seieb dengasn
wexlu bz

dalam wakiu
paling izmizat
14 {empat
hzlas) hari
ke selelaih
diberinanya
langgapan
lariulis dan
Alasan PRIO




Tim fasilitaz: sengketa v 1oinas
melagarkan proses pEN=nganan
sengreta informas kopad
Alasan PRID

Upaya penyelesoian Sengkela
Informasi Publik digjukan sepads
Fomiss Enformasi Pusat Komis:
Informmasi Prosvinsi, Bomis
ldormasi Kabupalen Kot sesum
denagan kevanangonaya apabily
tanggapan Alason FPID dalam
prosas keboratan lidak
memuaskan Pesohon Informasi.

it

Digpikan
datam wakliu
paling limlal
14 [asngal
brelash han
kerja satelah
dilarimanya
lamgoap:sn
lerufs dan
Atasan PRI

BUPATI BENGKALLS,
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LAMEPIRAN VI

FORMAT DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NOMOR
TANGEAL

PERATURAN BUPATI BENGKALIS
CETAHUN 2017

o

Jenis
wnformas:

[Rangkasan
isinfommasi

Pajabal
wnit'Fyang
menguasai
anformas:

Penanggung
[ECEL
._u_n:.__n_:u.._m_.—
atau pensrbit
inlormas

Wakiu dan
lermpat
pemibuatan
informass

Hentuk
inforrmasi
]
Lreadia

informasl

Yajio
diumuemnkan
SECHrn
birkala

Wil
dilirmambkz
sarta mela

Wity
divgmurnkan
s:l=p saal

Intarmas!

yang
dikecualikan

_

Jangkaa
wiz1k1l
alan
1=l ENSE
arsip
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